
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota 

Kendari Nomor 910/78/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang 
usulan Usulan Kegiatan DaJam Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Tabun Anggaran 2020; 

Mengingat : l. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 

Kotamadya Dacrah Tingkat Il Kendari [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Lentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo:r 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMORtL.JTAHUN 2020 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

.. 



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tencang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

6. Unda.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Unda.ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

ten tang 1999 Tahun 31 4. Undang-Undang Nomor 

Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 3851); 



11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataao 
Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulcaan 
fnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2008 Nomor 61, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

13. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 
Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lentang 
Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
t.entang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
[Lembaran Negara Republik fndonesia Nornor 6398); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Pertimbangan Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2004 tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5650); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 560); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah [Lernbaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun ?.000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tanun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaron Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pernerintah Nomor 18 1'ahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

ten tang 

Republik Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 56791; 

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 



Tahun 2016 Nornor l l 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Lndonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ten tang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

29. Pera.tu ran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenlang Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 ten tang 
Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai 
Negeri Sipil; 

31 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 11 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelola.an Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 310); 



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaa.n Ba.rang Milik Daerab [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

34. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang 
Pemberian Vang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuanga.n Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang 
Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; 

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lapora.n 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 
di Daerah; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 25/PMK.05/2009 
tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi 
Pegawai Negeri SipiJ: 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/20.10 tentang 
Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 
Pegawai Tidak Tetap sebagai.mana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
97 /PM:K.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap: 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nor:nor 113/PMICOS/2012 
tentang PerjaJanan Dinas -Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran DaJam 
APBD, da:n Tertib Ad:ministrasi Pengajuan Penyaluran, dan 



Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pedoman 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Banruan Keuangan Partai 
Politik (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
198); 

42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 
tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan 
Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas 
Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20J 6 Nornor 106); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701 ); 

44. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

Lelah diubah dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk 
Hukum Daerab (Serita Negara Republik Indonesia Tabun '..1018 
Nomor 157); 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

46. Keputusan Menteri Perrnukiman dan Prasarana Wilayah 

Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 
47. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 

tentang Tarnbahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah 
Republik lndonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRn; 

48. Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 



Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 
65) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Ayat 1 Angka 54 dan 56, Ayat 5 Huruf mm Angka l diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang 
mem.iliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 65 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELA.NJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

49. Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 
5); 

50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari 
(Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor l5); 

51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kota Keudari Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 
Nomor 7); 

52. Pcraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 

Anggaran 2020 (Serita Daerah Kota Kendari Tahuo 2019 
Nomor 6l) sebagaimana telah diubah deogan Peraturan 
Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kota Kendari Tahu n Anggaran 2020 (Serita Dacrah Kota 
Kendari Tahun 2019 Nomor 1); 



No. UralaA S.tau Blaya/Boaor IRPI 

I Tenaga l\druinlstrasl OB 150.000 • '100.000 

2 Tco"8a Pengawas Teknik 013 ---;50.000 • soo.ooo I 
3 Tenaga 'reknis Tertenru OB l.000.000 

4 Operator Komputer OB 250.000 • 500.000 

5 Operator SIMD/\ SKPKD OB 1.000.000 

Operator SIMD/\ OPU/Operator SIMPEI..-SP20/ 
soo.000-1.000.000 I 6 Operator Omspan/ Admin OPD Aplikl\Sl •-SPPD, OB Lalka,SIMPER, LAPOR-SP4N, PPID, Wcbsw:, 

Pellout R,,rita 
Operator Sistcm Info,-.nasl Manajemen Aset - - 

7 13cTbasb G!S/Operntor S11Jtcm lnformaoi OB soo.000-1.000.000 
Alnmtansi J:lllrang Pcrsedlan - 

8 Operator Pengelola Pl3B/Opttator SIP PBS OD l.000.000 

9 Administrator Database, Operator SlAK & E· "-"11' OB 1.000.000 Tingka1 Oinas 

10 Opera.tor SIAK & E·K"ll' Tingkat Keca.ma1an OR 750.000 

~" 
Operau,r S!Al( Dina.s DUX & a.pt.I OB 400.000 

12 'l'cn>oga Keperawatae yang bekerja ditempat OB zoo.ooo-soo.ooo bere;;iko 

13 Tcllaga Op,,,·«1or SIMDA Barang dan Operator OB l.000.000 SOIIDA Pendapatan 

14 Operator Gensel OB 1!>0.000 -600.000 

15 Operator Website OB 300.000 
--- --·- 

16 Operator Traffic Llgft1 OB 750.000 

Operator l&,)·MOn Internet Kcc.mtacan dan Mohn 
17 La,yanau / Pcf\Y\llub Keliling, i>emban1u Operator OR 500.000 

ATCS 

18 Tenaga M•kanik u,ynnon Internet dart Mobil OB 'I0</.000 !Ayanl\!1 / Pcnyuluh Kdillng - 
19 O perator Kaptil Pcugawas OB 400.000 

20 Dokter /\hli / Speslali• Non PNS OB 5.000.000 - 8.000.000 

21 Dolrrer Umwn d..., Gigi Non PNS OB 1.500.000 - ? .000.000 

22 Ookte.r He-wan OB ? .500.000 - 3.000.000 
- 

~3 Sopir Kcpal" OPD OR 750.000 - 24 Sopir Truck / Bus IJAMRI OB 1.000.000 

25 Pembanru Sopir Truck / Bus DAMRl 00 !>00.000 

26 I Sopir !)us Translulo/Bus Sekolah OB 2.000.000 

27 Inspektur Bus Tmnslulo/Bus Sekolnb OB 1.000.000 

28 Operator AJat Berat 01:1 L.100.000 - t.300.000 ·- 
2<J P~mb,uiru Operntor /\lat Dcrat OB 750.000 

30 Sopir Mobil Sampah OB 1.300.000 1.600.000 - 

pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing OPD, yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut: 



[a1 I Sopir J\tvbilJenazah OB !. L00.000- 1.200.000 r J2 Sopir Mobil Tinja 
OD l.800.000 I Soplr Mobil Amb..Jance/Puskesma~/Gudang 33 Farmasi 01:! 750.000 1.200.000 

- 34 Pefugas Mobil l'inja 
013 l.700.000 

35 Sopir Mobil Peuyiram Tamaa OB l.100.000 -1.300.000 36 Sopir Pemadam Kebakaran OB 1.000.000 ~ 
37 Pecugas Pemadam Kebakaran 00 900.000 38 Sopir I Anggota .Motor Sampah OB 600.000 - 850.000 39 Sopir Mohil Crane PJU/Mo'bil Uji Berkitla l\eliling OB l.000.000 
40 Operator Mesin Penge,-uk Lumpur C>B 750.000 

-- 41 Pornbantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur 08 600.000 
42 Operator Excavator Amplubious OB 

1.500.000 J 
~ 
43 Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling OB 500.000 
44 Operator lnternet/Perpu,stal<J,an OB 500.000 
45 Sopir Mobil OB 350.()00 - soo.ooo 
46 Supir Walil<ota/Wakil Wa!ilcota/Pool Rujab oa 2.200.000 Walilcot~IPool Ruiab Wakil Walikota 

-- 47 Tenaga Instalatur L!strik OR 150.000 -400.000 48 Tenaga Akuntansi Of,! 1.000.000- l.400.000 
49 Tenaga Teknis Lsmpu Jalan OB 1.500.000 
Su Tenaga Pembabat Rumpur- OB 6{>0.000 - 850.000 
51 Tenaga Kebersihan Terminal OB 600.000 
52 Tenaga Penyapu Jalan OB 60().000 - 850.000 
53 1't..-naga. Pcmbereih Drctinase OB 700.000 · 900.000 

- 51 Ter,- Buruh Sampah/ Anggota Mobil Sarnpah 08 l.000.000 - l.300.000 ,_ 
55 Tenaga Kebersihan Obyek Wisata OB 600.000 56 Tenaga Mekanik/ Tenaga Mekanik (Worl<sbop) OD 600.000 - 1.200.000 57 Tenaga Pembcnrui Kali OB 700.000 - 900.000 
58 PenjH.ga lPLT OB 650.000 
59 Petugae Ta.ma.n OB 650.000 - 800.000 

- 60 Pctugu.s Pc11u1.kaman OB 650.000 - 700.000 
- 6t Petugas Satpol l'P 08 800.000 ~ 

62 Pembantu Pengawas TPA OB 600.000 - 800.000 
63 Penjaga Malam OPD, Peojaga Anjlll'\/jan oe 200.000 - 5UO.OOO 
64 Peo,iaga Piket Pol PP OK 100.000 -300.000 
65 Petugas Keamarran Pasar den Terminal OB 300.000 -1.500.000 
66 Petugea Pengclola r......- PKL Tobuu_ha OB 250.000 - l.000.000 
67 Pelugaa Keamanan Pantal Nambo OB 500.000 
68 Petugas Patruli Pol PP OB 150.000 ,_ 
69 Satgas 6angu nan Tata Kota OB 450.000 
70 Tenaga Pemileh Sampah OB 550.000 
71 Petugas Gor OB 500.000 



72 Pembantu Rumah Jabatan (Rujab) OB 500.000 - I .OOU.000 - 
73 Juru ftngalran on 300.000 ---- 
74 Jaga bending OB 300.000 
75 Jaw, Pin tu Ingasi OlJ 300.000 

76 Pembabat Rwnput dun Pembersih Saluran lrigasi OB 150.000 IOmas~ 
71 PcoJ"!!" TainM Kota OB 750.UOO - 
76 Pengawal Wahkota <Ian Wllkll WHlikot.a OB 1.000.0-00 

79 Star pt"ndul<ung ULP, Trainer LPSE. Verililcator 08 1.000.000 
- LPSE dan Helpdeok LPSE 

80 PengawasLLAJ OB 500.000 

81 Polisi Kehutanan OB 500.000 

82 Perugas Keamanan OB :,00.000 - 750.ooo 

113 Paramedis PetcrnakAn OB 500.000 
- ·- 

84 Tenaga U!<lrik OB 1.000.000 

85 Tanaga/Pctugos Kebeeeihen l"<t..ar 08 400.000 -750.000 -- - - 
86 PetugnJS Perkir 013 800.000 

87 Pcngawas !" .. ,,..,. OB 500.000 · 800.000 

88 Pcngl'Bjin Pernk Per Oram 10.0UO 

89 Pengrajin Tenun Per 35.000 t,mbar I 90 ~Tuk...,,g MI\Sak OD 250.000 - 350.000 

OB 500.000 Q l Tenaga Ahli Arsiparis 

92 Pctug;J.S Pembunpi.ng P2TP2A ()R 400.000 - 600.000 

93 1',:ougas Psikolog P'Efl'2A OD 400,000 - 600.000 
-·- ~ 
94 Pembanru RWAB OD I.S00.000 

9:, CleaninA Service pada OPO OB 250.000 - 500.000 - --- ---------- 
96 Tenaga Loundry /Ten>1ga Transporter OB 500.000 ----·- ·- 
97 Tenaga Administrasi Ruang WnlikoU\/Wokil OB J.500.000 W11.likoto 

98 Penyelenggara H\UJWi dlUl KcprolokD!All 1)8 800.000 

100 Tenaga Kesehatan, Paramedis, 'l'~nRga Kcsebata.r> OB 750.000 1.ainnv• Tenu- Administrasi BI.UD ~ 
10 L Tenaga Pentl8)h Pajak <Ian Retribusi OR 150.000- 800.000 

102 Tenaga Operator Speedboat Dolphin OB 350.000 - 
103 Admin SIMDA Perencanaan OB soo.000-1.000.000 

104 Pcngelola data layA.nan informasl dan c,c.iukasi 01:1 1.000.000 oubtik 
105 House ke:-ep.it1ti OB 600.000 

106 Satgas P..ngawuan d"'1 l'eng,,ndalian Kelwrsihan OB 1.200.ouu )('.()ta 

107 Pcrugu,< Peru:tgahan dan l'enan,w.,lanpn OD l.500000 
Baniir /'l'tn!'l!a LPJU 

108 Operator PusJalops OB 750.000 

109 Tenaga Teknik l{ec,ptaktu-yaan/Pcmcrlkzsa OR 750.000 
~tasi >-- 

110 Front Office OB l.000.000 

111 Petugas Pesislr PantN OB 900.000 

LJ2 !'ltnf Adminlstrum Wolikot• OB 1.500.000 -- 



No. Uraian Honor per- 
Ket butan {Ro.l 

I. Ketua RW 400.000 
2. Ketua RT 400.000 
3. Imam Ma:;jid/ Pend eta/ Bhiksu/ Pandita 200.000 

Pembantu J.mam Masjid/ Pcmbanru 
175.000 4. Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pernbantu 

Pandita 
5. Kader Posyandu 50.000 
6. Pemantau Jentik 25.000 
7. Ouru Mengaji 150.000 

- 8. Ketua LPM Kel/Kec 150.000 
9. Petugas Pembantu Keluarga Berencana 

35.000 Desa fPPKBDl 
10. Sub Petugas Pembantu Keluarga 

35.000 Berencana Dcsa /Sub PPKBDl 
11. Kader Balita Keluarga Dallta (BKB) 100.000 ~ 
12. Kader Balita Keluarga Lansia (BKL) 100.000 
13. Kader Balita Keluo.rga Rcmaja (BKR) 100.000 
14. Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien 2S0.000-SOO.OOO 

I 

15. Kader TB-Hrv 50.000 
16. Imam Masjid Berprestasi l.500.000 

(2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari 
diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer/Tidak Tetap, 
pergantian tersebut di tindak lanjuti melalui Nota Togas dari Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali nota tugas 
tersebut akan ditetapkan melalui SK Walikota. 

(3) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Wali.kota 
clan telah melalui verifikasi lnspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bertugas di 
OPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 
200.000 per bulan dan dianggarkan melalut DPA masing-rnasing OPD. 

(4) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas 
sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya 
diatur, sebagai berikut: 

113 Pcrugas Jaga Public Sa.fccy Center (PSC) 119 OB 1.000.000 
- 114 Apoteker OB 75().000 - 1.900.000 

115 Tenaga Ahli Sanitasl OB 2.000.000 



d. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mclibatkan lintas sektor dan 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota, dalarn melaksanakan 
tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut : 

a) Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,- 

1 Pengarah Rp. 1.500.000,- 
2 Penanggung Jawab Rp. 1.000.000,- 
3 Ketua Rp. 900.000,- 
4 Sekretaris Rp. 800.000,- 
5 Anggota Rp. 600.000,- 
6 Tim Ahli Rp. 900.000,- 

c. Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium 
yang diatur sebagai berikut: 

Rp. 600.000,-/Kegiatan. 
Rp. 500.000,-/Kegiatan. 
Rp. 450.000,-/ Kegiatan. 
Rp. 400.000,-/Kegiatan. 
Rp. 350.000,-/Kegiatan. 
Rp. 250.000,-/Kegiatan. 

1. Pengarah 
2. Ketua 
3. Wakil Ketua 
4. Sekretaris 
5. Anggota 

6. Sekretariat 

Honor per· kegiaran 
No Ur:aiao 

Tef1ctg~ Pengarah P.Jawab Ketua Sekretaris l\nggota 
AhU 

1 Penyusunan Perda 1.5-00.000 950.000 800.000 750.000 500.000 800.000 
2 Penyusu mm Perwall 950.000 800.000 750.000 600.000 450.000 700.000 

b. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota Kendari, adalab sebagai beri.kut : 

Rp. 9.000.000,- - Rp. 10.500.000,­ 
Rp. 8 000.000,- - Rp. 10.000.000,­ 
Rp. 8.000.000,- - Rp. 10.000.000,­ 
Rp. 500.000,- - Rp. 8.000.000,- 

Rp. 500.000,- - Rp. 5.000.000,- 1. Tim Konsultatif 

2. Tim Teknis 

1. Ketua 
2. W akil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Anggota 

(SJ Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuai.kan dengan waktu 

pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut: 

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerab (TAPD) dalam rangka penyusunan 

APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut: 



g. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisaai, Iokakarya, Workshop 
yang bersifat lintas sektor yang diteiapkan dengan Keputusan Walikota 
Kendari, adalah sebagai berikut: 

f. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tll:PRAJ yang 
ditetapkan dengan Keputusan Walikoca Kendari, diatur sebagai berikut: 

Honor ner s(dan>lkasus fRn.l No Ketua WakilKetua Sekretaris Anggota 

I 
l 750.000 600.000 500.000 350.000 

e. 1'im Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/1'i.m Penyelesaian Kerugian 

Daerah (TPKDJ/Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian 
Daerah/Sekretariat TPKD diatur sebagai berikut: 

L Ketua Rp. 3.500.000,- 
2. WakilKetua Rp. 3.000.000,- 
3. Pejabat Penghubung Rp. 2.500.000,- 
4. Koordinator Rp. 2.000.000,- 
s. Sekretaris Rp. l.500.000,- 
6. Wakil Sekretaris Rp. 1.250.000,- 
7. Anggota Rp. 1.000.000,- 

1. Pengarah Rp. 1.300.000,-/Kegiatan 
2. Ketua Rp. 1.100.000,-/Kegiatan 
3. Wakil .Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan 
4. Sekretaris Rp. 850.000,-/Kegiatan 
5. .Anggota Rp. 700.000,-/Kegiatan 
6. Sekretariat Rp. 600.000,-/Kegiatan 

Rp. 900.000,-/Kegiatan. 
Rp. 800.000,-/Kegiatan 
Rp. 750.000,-/Kegiatan 
Rp. 600.000,-/Kegiatan 
Rp. 500.000,-/Kegiatan 
Rp. 400.000,-/Kegiatan 

Rp. 70.000.000,- 

1. Pengarah 

2. Ketua 

3. Wakil Ketua 
4. Sekretans 
5. Anggota 
6. Sekret.ariat 

c) Nilai Kegiatan diatas 

b) Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,- 



'1 saru Jam mara pelajaran adalah 45 menit 
-)dalam ha! pembawa mat.eri/ 'pemukalah/' instruktur berasai dari petneriniah Kota Kendari, 
tidak dapat diberikan Honorarium 

Honor perjam •) 

Ka. OPO I PNS Ool. IT 
PNS Gol.lV PNS oeun a tau Se-'l'iogkat PNS 

A tau Atau Kualiflkasi kualifikasi Keah lian Tenaga f1bt Negara Kualifikasi l{ualifikasi S2 Sl sederajat Diploma khusus ahli 
S3 

sederajat 
Dil:!a rnskan Dieesuaikan 

1.200.000 1.000.000 850.000 750.000 350.000 
dengan dongan 
kualifika.f1i k uulifika s i 
S2 S3 

1. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, 
sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut : 

·~Jl.lmlah parune per.kegthl$n dihitung 1 : 5 - 7 (1 paniha mengurus S - 7 pe~rt.a} 
••) jika waktu pelaksenaan kegia·tan dietas 7 heri, ma.Im besaran honorarium dh1~uai.kan dgn kondial 

anggruan yang teraedta. 
h. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota 

Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi 
untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur 
maksimal bernilai sebagai berikut: 
1. Juara I Rp. 4.000.000,- 

Rp. 3.000.000,­ 
Rp. 2.500.000,­ 
Rp. 1 .500.000,­ 
Rp. 1.250.000,­ 
Rp. 1.000.000,- 

2. Juara IT 
3. .Juara ill 
4. Harapan r 

5. Harapan TI 

6. Harapan JII 

Honor per- kegieren ~ 4 had 7 brui •)••) N ~ Anggaran 
Wakll 0 

Pengarah P.Jawab Kerua Sekn::rnr~ Anggo-la K,_ru._, 
- I sro juta 260.000 250.000 220.000 210.000 200.000 180.000 

2 >l.D s/d20,Juta 290.000 2110.000 250.000 230.000 220.000 200.000 
3 >20 s/d SOJuta 300.000 2QO.OOO 280.000 260.000 250.000 220.000 
4 -,50 s/d JOO Juta 350.000 340.000 300.000 290.000 280.000 240.000 
5 Diatas I 00 jura 400.000 380.000 350.000 330.000 520.000 300.000 .. .. . ' 

"') jumla.h pan1t1a perkegiatan d,h.itung l : -5- 7 (1 pun1tJa mengurus 5 - 7 pc:se.n~) 

- 
Honor per- kegiaran < 3 hari •J 

No Anggaran 
Wakil Pcngarah l?~Jaw~b Kelua Sekretaris Anggota Ketua 

1 slQ juta 200.000 150.000 [40.000 130.000 120.000 100.000 
2 >10 s/d20,Juta 250.000 220.000 200.000 L90.000 180.000 150.000 
3 >20 s/d 50 -Jura 280.000 250.000 220.000 210.000 W0.000 150.000 
4 >50 s/d lOO Juta 300.000 280.000 250.000 :.!30.000 220.000 180.000 

I 
Diatea 100 juta. 

5 350.000 300.000 280.000 260.000 251).000 200.000 
. . .. . . 



No. Uraie.n I Satuan 
Biaya KeL 
(Rp.j 

I. Golongan IV atau R3 OJ 60.000 
2. Oolongan Ill atau 82 OJ 50.000 Milks 4 jam/hari, 
3. Oolcngan III atau SI OJ 40.000 kecuali hart tlbur 

4 ootongan n OJ 35.000 dapat di au,, 41 
Jam 

5 Pengolah Data Penelitla.n l.540.000 
6 Petugas Survei Org/ Responden 8.000 I 7 Pembantu tapangan OH 80.000 

m. Tim Ahli yang berasal dari Iuar unsur Pemerinta.h Kota yang ditugaskan 
untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan 
tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditaai puskesrnas, 
dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang 
dipersamakan, dan ditetapkan aebagai berikut: 

a. Perekayasa Utama Rp, 60.000,-/jam 
b. Perekayasa Madya Rp. 50.000,-/jam 
c. Perekayasa Muda Rp. 40.000,-/jam 

d. Perekayasa Pertama Rp. 35.000,-/jam 

I. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut: 

Honor per - pokok bahasnn 

s... Ka.OPO !'NS PNS 
No Anggara.rl TingkAt PNS Gui.JV C',ol.UI Kcablian Te:nR&J' Atau Pjbl Kuali!. J\tau Kualif. Sl KbuRus ahli 

Negara S3 Kuruif. S2 sed<"raja!_ ._ ·- -200.000 Oisamaltan I SHI juta 200.000 150.UOO 100.000 DisruDakan 

2 >10 s/d 20,JUlfl 250.000 250.000 200.000 150.000 dcngan dcng)Ul 
kualilikAsi kualifikasi 

.J >21 s/d 50Juta 350.000 350.000 250.000 200.000 S2 S3 

4 >50 s/d 100 Juta 4-00.000 400.000 300.000 250.000 
5 Dia11<S 100 Ju ta ~50.000 550.000 350.000 300.000 

' 

k. Moderator kcgiatan, pelatihan, seminar. sosialisasi, lokakarya, 
Workshop diatur sebagai berikut: 

Honor pembuaran per-pokok b~hasan 

Se· PNS PNS I No Angg?.rnn Ka.OPO/ GolJV Col.III Tingj<a, PNS Amu Atfitt !'NS Gol II Kea.b.liAn Tenag~, 
~bt Kualif. $3 Kualii. Kulllir. SI Kbusu6 /\hli 

Negara S2 sederaiai 
"T slO juta 150.000 150.000 125.000 \00.000 50.000 D!omnakan Di.samakan 

2 >10 s/d ?() Juta 200.000 200.000 180.000 150.000 100.000 dengan dengan 
Int oJiftlro8i lruruir.1c.-u,1 

3 >20 s/d SO Juta 250.000 250.000 220.000 175.000 150.000 S2 S3 
4 >SO sfd 100 Juta 300.000 300.000 280.000 200.000 l~0.000 
5 Diauis 100 juta 350.000 350.000 300.000 250.000 200.000 

j. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur 
sebaga.i berikut : 



Simi Budaya 

7. Pcndamping Lomba Rp. 100.000,- - Rp. 3fi0.000.-/Lomba 

5. Dewan Juri/'l'im Penguji Rp. 150.000,- · Rp. 350.000,-/ Lomba 

6. Dewan Juri Pagetaran Rp.500.000,- -Rp.1.000.000,-/0rang/Kegiatan 

3. Penceramah 

4. Ruhaniawan 

2. Tolca Pabitara 

q. Sa.ksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalarn rangka penyelesaian 
kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. l.800.000,­ 
/0rang/Kali, Biaya Banding Perkara Rp. 2.000.000,-/perkara dan Biaya 
Kasasi Perkara Rp. 3.500.000,-/perkara. 

r. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pirnpinan dan anggota DPRD 
diberikan hiaya pelaksanaaan sebesar Rp. 22.000.000.-. 

e. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar 
Rp. l.000.000.-/bulan. 

t. Untuk seminar/workshop/pelatihan/soisialisasi yang dilaksanakan oleh 
instansi Pernerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakal) 
diberik:an uang saku/uang harian/uang transport sebesar Rp. l00.000,­ 

/ hari/ orang. 

u. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta 
kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan 
honorarium bagi pelaksana kegiatan : 

Rp. 150.000,- - Rp. 350.000,­ 

Rp. 500.000,- 

Rp. 500.000,- • Rp. 1.000.000,­ 

Rp. 250.000,- 

1. Pembace Do'a 

No. U r a i a n Satuan Biaya (Rp.J Ket. 
I. Oolongan JV atau SJ OJ 60.000 
2. Golongan 111 atau 82 OJ 50.000 Maks 4 jam/had 
3. Oolongan JO atau si OJ 40.000 - 

untuk melaksanakan kegiatan tertenru dan Tenaga ahli yang ditugaskan 
khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan honorarium 
menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut : 

sebesar honorarium 
sertifikaai ahli pengadaan o. Pengawas dalam rangka pelaksanaan. ujian 

barang/ jasa pemerintah diberikan 

Rp. 100.000/jam. 

p. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas 

n. Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan rnajelis 

pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan 

honorarium Rp. 5.000.000,-/0rang/Kegiatan. 



11. PJOK Tingkat KecamatanRp. 50.000,-/bulan 

12. PJOK Tingkat Kelurahan Rp. 50.000,-/bulan 

13. Staf Pengclola Rp. 50.000,- - 350.000,-/bulan 

Rp. 250.000,- - Rp. 750.000,-/bulan 

Rp. 250.000,· - Rp. 1.100.000,-/bulan 

Rp_ 250.000,-/bulan 

Rp. 150.000,-/bulan 

7. Penguji SPM Satker 

8. Bendahara Satker 

9. Pengantar SPM 

10. PJOK Tingkat Kota 

5. Pejabat Pembuat Komitmen Rp.l.000.000,- - Rp.1.500.000,-/bulan 

6. Sekretaris Rp. 300.000,- - Rp. 750.000,-/bulan 

1. Pengarah 

2. Penanggungjawab 

3. Ketua 

4. Satker 

21. Pengawas Lomba SCkolahRp. 100.000,-/0rang 

v, Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pemb.iayaannya 
bersumber dari dana APBN dan hiaya umumnya menggunakan sharing 

APBJJ, sepanjang tidak diatur dalarn petunjuk teknts dan petunjuk 
pelaksanaan kegiatan dimaksud, pernberian honorarium bagi pengelola 
kegiatan diatur sebagai berikut: sesuaikan perumahan 

i. Pengelola 

Rp. 500.000.-/bulan 

Rp. 350.000,- -Rp. 450.000,-/bulan 

Rp. 400.000,-/bulan 

Rp. 300.000,- - Rp.1.300.000,-/bulan 

Rp. 100.000,-/0rang/Pertand:ingan 

Rp. 50.000,-/0rang/Pertandingan 

Rp.100.000,- - Rp. 250.000.-/ Lomba 

Rp. 150.000,--Rp. 500.000/lomba 

Rp. 300.000,-/0rang/Kegiatan 

Rp. 400.000,-/kegiatan 

19. Wastt 

20. Hakim Garis 

l l. Penyanyi 

10. Peuata Rias 

M ata Pela ja:ran 

8. Panitia Lomba 

9. Peserta Lomba 

12. Pemandu Acara/MC Rp. 200.000,- -500.000,-/0rang/Kegiatan 

13. Qori/Qoriab dan Saritilawah Rp. 500.000.-/kegjatan 

14. Koreografer (Penata Gerak) Rp. 500.000,-/Kegiatao 

15. Insentif Anandorua Luale Rp. 500.000,-/0ra.ng/Kegiatan 

16. Pelatih Paskibraka Rp. 2.000.000,-/0rang/Kegiai.an 

17. T<omandan PaskibrakaRp. 1.000.000,-/ Kegiatan 
18. Pengapil Paskibraka Rp. 750.000/0rang 

dan Pasukan 45 



Rp. 200.000,-/pelajaran 

Rp. l.500,· /siswa/mat.a ujian 
Rp. 100.000,-/bari 

Rp. 200.000,-/urang 

Rp. 100.000,-/hrui 

Rp. 100.000,-/hari 

Rp. 250.000,·/ha.ri 

a. Penyusun/pembuatan bahan ujian 

b. Pemeriksa basil Ujian 

c. Peugawas Ujian 
d. Panitia pelaksana ujian 

2. SetingkalPendidika.n Menengah : 
a. Penyusun/pembualan bahan ujian 
b. Pemeriksa basil Ujian 

c. Pengawas Ujian 

d. T'anilia pelaksana ujian 

3. Tim Verifikasi KTSP SD, SMP 

5. 1'iJD Verifikas] KurilruJum 
6. Tim Penilai PAl( 

w. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup 
Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut: 

1. Setingka t Pe ndidikan uasar: 

Rp. 400.000,­ 

Rp. 350.000,­ 

Rp. 300.000,- 

6. Asisten LCO 
iii. Kelompok Kerja NUSP 

I. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

Rp. 750.000.- 

Rp.150.000,-/Pcia,jamn 

Kp. J .500,· /Sisw11/mata Ujian 

Rp. 100.000,-/Hari 

Rp. 200.000,-/orang 

22. Koordinator Pendamping Rp. 1.000.000,-/kegiata.n 

23. Pendamping Rp. 700.000,-/Kegiatan 

ii. Tim LCO (Local Coordinating Officei 

l. Pembina Rp. 1.500.000.- 
2. Kepala Pcngarah Rp. 1.250.000.- 
3. Wakil Kepala Pengarab Rp. 1.200.000.- 
4. Kepala LCO Rp. 1.000.000.- 
5. Sekretaris LCO Rp. 800.000.- 

Rp. 550.000,-/bulan 

Rp. 450.000,-/bulan 

20. Asisten Teknis 

21. Pengawas Teknis 

14. Tenaga Fasilitator Lapangan (masyarakat) Rp. 400.000,-/bulan 

15. Tenaga Fasilisator Lapangan Rp.2.500.000,- -Rp.3.000.000,-/buJan 

16. Anggota Tingkat OPD Rp. 300.000,- - Rp. 500.000,-/bulan 

17. /\nggota Tingkat Kelurahan Rp. 100.000,- - Rp. 150.000,-/bulan 

18. Petugas E- Monitoring Rp. 500.000,-/hulan 

19. Staf Adrninistrasi Rp. 500.000,-/bulan 



cc. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian Bantuan Sosial 
Pangan dan Beras Sejahtera [Bansos Ra.stra) dari titik distribuei ke 

- Besaran Honor oer bulan 
No Uraian xerua Wukil Sekretaris Waldl Anggota 

Kecua Sckrctaris 
I. 'rim Koordlnasi 

Bantuan Sosial 300.000 I 275.000 250.000 225.000 200.000 
Pl:lngan 

bb. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang di tetapkan dengan 
Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut: 

' K<-gµ,ian Tim Vcnfakaal -.nc l'Uar dilxnkan Honor pe,--kog,atan 
.. ) Lapcran bulenan dan target lods 

Besaran Honer per hulan 
No Urai,u, Wakil \Valdl Peng,,n,h Ketua Kcrua Sekremrl• S.kretaa• 

... _ 
I Tint Veritikosi 1.700.000 l.500.000 l..300.000 1.100.000 1.000.000 800.000 

Ped,wing Pasar" 

2 Tim Pemasaru.n 350.000 300.000 270.000 :250.000 :225.000 200.000 
Lods J>..3lU' 

Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut: 
Pemasaran Lods Pasar ditctapkan dengan aa. Tim Vcrifikaai, Tim 

y. Tim Advokasi hukum Korpri Kata Kendari, kuasa hukum pemerintah 
Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang dltetapkan dengan 
Keputusan Walikota diberikan honorartum sebesar Rp. 750.000.-/bulan. 

z. Jasa. pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga 
para meclis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas 
pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada RSUD Kota Kendari 
dan Puskesrnas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur 
sebagai berikut : 

l. Tenaga Dokter Rp. 100,000.-/kali jaga. 

2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non keschatan lainnya 
Rp. 20.000- Rp. 40.000.-/kali jaga. 

2. Pengurus Kominda 

3. Anggota Sekretariat 

Rp. 600.000.­ 

Rp. 400.000,­ 

Rp. 350.000.- 

l. Dewan Pembina 

9. Tim pembina/pendomping/panitia lomba Rp. 350.000,-/orang/Jomba 

x. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai 
berikut: 

Rp. 20.000,-/ijasah 

Rp. 350.000,·/lomba 

7. Penulis Jjazab 

8. Tim juri/ penguji/ penila i 



J. Pelindung Rp. 500.000,- 

2. Pembina Rp. 450.000,- 

3. Ketua Rp. 400.000,- 

4. Wakil Ketua Rp. 300.000,- 

5. Sekretaris Rp. 300.000,- 

6. Korlap Rp. 250.000.- 

Kepurusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai 
dengan masa pcnugasannya diarur sebagai berikut: 

l 

ff. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang 
inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjuaJan kendaraan dlnas 
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per 
Kegiatan yang diatur sebagai berikut: 

Besaran Honor Per Kegiatan 
Uralan Wekil Ketua Ketua Sekrctaris Anggota ~--·- im Penghapusan uarang- 750.000 600.000 500.000 450.000 

g Inventarisasi & Barang 
"io Milik Pemerlntah Kola 
cndari 
nitia Pc:njualan Kendaraan 

500.000 450.000 lnas MiUk Pemenntah Kota 750.000 600.000 
endari I 

2 

T 
Baran 
I 
k 
PR 
D 
K 

L__.L 

gg. Tim operasi terpadu penertiban Aset, yang ditetapkan dengan 

Keluarga Penerirna Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian 

sebcsar Rp. 2.000,-/KPM. 

dd. Dalarn rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebcsar 
Rp.1.750,-/Lembar. 

ee. Dalarn rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada 
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa 
Penyiaran/Peliputan berdasarkan MemDrandum of Understanding (MOU) 

sebagai berikut: 

I. Media Cetak dan Media Online Rp. 250.000,-/Kegiar.an 

2. Media Elektronik Rp. 350.000,-/Kegjatan 

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyara.kat dalam 

perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya 
bcrdasarkan kontra.k kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media 
elektronik, cetak dan onlinc pembayarannya berdasarkan dokumen 
kontrak. 



4. Anggota [Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) 
Rp.25.000,-/bulan 

mm. lnstruktur/Pelatih yang ditetapkan dengan Kcputusao Walikota Kendari 
dapat diberikan honorarium scbesar. 

1. lnstruktur Senam Rp. 800.000,-/bulan. 
2. Pelatih Beladiri Rp 1.000.000,-/bulan. 
3. Pelatih Koraik Rp. 1.000.000,-/bulan 

nn. Panitia Penyelcnggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan 
Walikota diberikan honorarium sebesar: 
l. Pengarah Rp. 800.000,- / Kegiatan 

Rp. 75.000,-/bulan 
Rp. 50.000,-/bulan 
Rp. 50 000,-/bulan 

i. KPA (Lurah) 
2. PPK 
3. PPrK 

4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) 
Rp.37 .500,-/bulan 

11. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota Kendari diberikan honorarium sesual masa peougasannya: 

Rp. l 00.000,-/bulan 
Rp. 75.000, /bulan 
Rp. 75.000,-/bulan 

1. PA [Camat] 
2. PPK 
3. l'PTK 

jj. Pengawas Pereda.ran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar 
Rp. 300.000,- 

k.k. Pcngelola P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya: 

4. Anggota 

5. Staf Sekretariat 

3. Sekretaris 

2. Wakil Ketua 

Rp. 660.000,-/triwulan 

Rp, 630.000,-/triwulan 

Rp. 600.000,-/triwulan 

Rp. 450.000,-/triwulan 

Rp. 225.000,-/triwulan 

1. Ketua 

hh, Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (OEKRANAS) Kota Kendari, 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secant 
bulanan sebesar Rp. 500.000,-. 

ii. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Ken<lari diberikan honorarium 
yang diatur sebagai berikut: 

Rp. 200.000,- 7. Anggota 



Rp. 1.000.000,- - Rp. 2.500.000,-. 
rr. Oalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya 

kepesertaan yang diatur sebagai berikut: 
l. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000,- - 

Rp. 3.000.000,- 
2. Kafilah STQ/MTQ Tk. ProvinsiRp. 500.000,- - Rp. 2.500.000,- 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Tim Teknis 
4. Anggota 
5. Operator 

qq. Pengelola Badan 

Keputusa.n 

ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan 
Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional 
l. Ketua Tim Seleksi Rp. 500.000,-/0rang/Jam 
2. Sekrctaris Tim Seleksi Rp. 400.000,-/0rang/Jam 
3. Anggota Tim Seleksi Rp. 300.000,-/0rang/Jam 

pp. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMDJ yang dilaksanakan 5 (lima) 
tahun sckali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan 
honorarium sesuai masa penugasannyayang diatur sebagai berikut: 

Rp. 4.500.000,- - Rp. 6.000.000,­ 
Rp. 3.500.000,- - Rp. 4.500.000,­ 
Rp. 2.500.000,- - Rp. 3.500.000,­ 
Rp. 1.500.000,- - Rp. 2.500.000,­ 
Rp. 1.000.000,- - Rp. 2.000.000,- 

Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan 
Walikota, diberikan honorarium sebesar 

6. Pelatih Lokal 

Rp. 1.000.000 ,- 
Rp. 500.000,- - Rp I .000.000,­ 
Rp. 500.000,- - Rp.1.000.000,· 
Rp. 500.000,- - l-(p, l.000.000,- 

3. Sekretaris Dewan Hakim 
4. Anggota Dewan Hakim 
5. Panitera 

5. Anggota Rp. 500.000,- / Kegiatan 

6. Pendamping Rp. 500.000, -Rpl.000.000,-/Kegiatan 
oo. Ketua Koord.inator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelcnggaraan 

STQ/MTQ Tingkat Kuta Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat 
Kota Kendari untuk mengikuti PESPARAWJ tingkat nasional yang 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium 
dan diatur sebagai berikut: 
L Penyelenggaraan STQ/MTQ 

1. Ketua KooTdinator/Dewan Hakim Rp, l.500.000,- 
2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000 ,- 

Rp. 750.000,- / Kegiatan 

Rp. 700.000,- / Kegiatan 

Rp. 600.000,- / Kegiatan 

2. Ketua 

3. Wakil Ketua 

4. Sekretaris 



ww. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak Iebih dari 5 (lima) hektar 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per 
Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut : 

Di atas Rp 30 mitlar s.d • (blaya s.d Rp. 30 miliar sebclumnya) = paling linggi 
Rp. 55 miliar + (1% x Rp. 25 miliar) Rp.!,100 mlliar 
DI atas Rp 55 miliar s.d • (blaya s.d Rp. 55 rniliar sebelumnyal e paling tinggi 
Rp. 105 miliar .. (0,50%x Rp. 50 millar] Rp.1,350 rniliar 

~~~~~~~~~~~~~ 
Di Mas Rp l05 miliar • (biaya ,i.d Rp. 105 miliar sebelurnnya] ~ (')al.in& tinggi 
Rp. 105 rnlliar .. (0,25%x Rp. 100 mlllar] Rp.1,600 rniliar 

DI atasRp. 10 Millar s.d • (b1aya s.d Rp.10 miliar sebelumnyal • Paling tinggi 
Rp. 15 Millar + (3%xRp. 5 rnlliar) Rp. 450 Juta 

Di ates Rp 15 milia.r s.d - (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya] = paling tinggj 
Rp. 30 miliar • (2% x Rp. 15 milinr) Rp. 850 Juta 

• paling Lingg! 
Rp. 400Juta 

=(4% x Rp 10 miliar} s.d Rp 10 Milyar 

uu. Bantuan yan.g diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari 
Sebesar Rp. 10.000.000,- /paguyuban/etnis. 

vv. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 
{lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan 
dimulai dari 4% (empat pcrsen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai 
dengan atau setara denga Rp. 10.000.000.000,- (sepulub rnilyar rupiah) 
pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut: 

Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar : 
1. Pengarah Rp. 2.800.000,· 
2. Penanggung Jawab Rp. 2.500.000,· 
3. Ketua Rp. 2.200.000,· 
4. Wakil Ketua Rp. 2.100.000,- 
5. Sekretaris Rp. 2.000.000,- 
6. Wakil Sekretaris Rp. 1.900.000,- 
7. Anggota Rp. 1.500.000,- 

tt. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politi.k di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan 

perbulan sebesar : 
I. Pengarah Rp. 2SO.OOO,- 
2. Pcnanggung Jawab Rp. 235.000,- 
3. Ketua Rp. 225.000,- 
4. Wakil Ketua Rp. 200.000,- 
5. Sekretaris Rp. 175.000,- 
6. Anggota Rp. 150.000,- 

3. Kalilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000,- - Rp. 10.000.000,­ 

ss. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium 



Rp. 4.500.000,- b. Sekretaris 

xx. Oalam -rangka seleksi jabatan tinggi pratarna, Penilaian Uji Kelayakan 
dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, 
Seleksi imam Masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan 
tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut : 

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama 
l. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota 

Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain 
a. Ketua Rp. S.000.000,- 

5. An 

4. W 

3. Se 

2. W 

I. Ke 

C. Oat 
rruliar 

5. An 

4. W 

3. Se 

2. W 

B. 0 
rniliar -- 1. Ke 

S. An 

4, W 

3. Se 

2. W 

l. K 
A. 0 

TfMS 
TANI\ 

NO URA!AN SATUAIC BESARAJJ 

ATUAN TUGJ\SPENGADAAN 
H/fJELAKSANAAN PENOi\DMN TANAH 

anti Kerugian Tana.h s.d Rp. 10 Miliar 

erua merangkap Anggota Orang per Rp. J.000.000.s.d 
Kegiatan Rp. 1.600.000, 

akil Ketua rnerangkap Anggota Orang per Rp. 1.000.000.s.d 
Kegiatan Rp. 1.400.000,· 

kretaris merangkap Anggota Orang per Rp. 800.000.· s.d 
KegiaLan Rp. 1.300.000,· 

akil Sekretaris merangkap Jlnggota Orang per Rp. 800.()()0.- s.d 
Kegiatan Rp. 1.200.000, 

ggota Orang per Rp. 600.000.· s.d 
l{eirn'l tan Re. I. I 00.000 ,· 

anti Keruglan Tanah diatas Rp. Io 
s.d 50 milar 
tua merangknp Anggot.a Orang per Rp. 2.000.000 s.d 

Kegiatan Rp. 2.400.000,· 
akil Ketua merangkap Anggota Orang per Rp. 2.000.000 s.d 

l<egiatan Rp. 2.200.000,· 
kretaris merangkap Anggota Orang per Rp. 1.600.000 s.d 

Kcgiatan Rp. 1.900.000.· 
Orang per l~p. 1.Joo.000.s.d 

aJdl Sckretaris merangkap /\nggota Kcgla.tan Rp. 1.800.000,· 
Orang per Rp. 1.300.000.s.d 

ggota Kegiaran Rp. 1.600.000,· 

1U kerugian tanah di atas Rp. ~O 

etua merangkap Anggota Orang per Rp. 3.700.000,· 
Kegiatan 

akil Kctua merangkap Anggota Orang per Rp. 3.500.000, Kegiatan 

krcUUis merangkap Anggota Orang per 
Kegiatan Rp. 2.900.000,- 

nkil S<:kn:taris merangkap l\.nru(ota Orang per Rp. 2.600.000,· 
K<'.giatan 

ggota Orang per Rp. 2.400.000,- Kegiatan 



Rp. 400.000,-/bulan 
Rp. 350.000,-/bulan 
Rp. 300.000,-/bulan 
Rp. 200.000,-/bulan 

1. Ketua Umum 

2. Ketua Harian 
3. Sekretaris 
4. Anggota 

yy. Reward pelaksanaan Umrah kepada Majelis Taklim/Imarn 
Masjid/Pengurus Masjid/Guru Mengaji/Pembina Pondok sebesar 
Rp.25.000.000,-/orang. 

zz. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas 
P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan 
dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional 

berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,­ 
/ kasus/ pendamping. 

aaa. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya: 

Rp. 5.000.000,­ 
Rp. 4.000.000,- 

Rp. 1.500.000,­ 
Rp. 1.200.000,­ 
Rp. 1.000.000,- 

a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Anggota 

3) Seleksi Imam Masjid 
I . Tim Seleksi 

a. Tenaga Ahli 
b. Anggota 

2. Tim Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD 

Rp. 5.000.000,­ 
Rp. 5.000.000,­ 
Rp. 4.000.000,- 

a. Ketua 
b. Tenaga Ahli 
c. Anggota 

3. Untuk Tim Penilai (Assesory diberikan honorarium berdasarkan 
jurnlah peserta seleksi yakni sebeear Rp. 7.500.000,-/Peserta 

2) Seleksi -Jabatan Dircksi dan Dewan Pengawas BUMD 

1. Tim Penilai Uji Ke!ayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan 
Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari 

Rp. 1.200.2.500.000,­ 
Rp. 1.500.000,- 

b. Sek.retaris 
c. Anggota 

2. Sekretariat/Panitia Seleksi 

a. Ketua Rp. 1.500.000 s/d 3.500.000,- 

Rp. 5.000.000,­ 
Rp. 4.000.000,- 

c. Tenaga ahli 
d. Anggota 



I. Penanggungjawab Satker Rp. l.300.000,-/bulan 
2. Ketua Tim Pengclola BOK Rp. 1.200.000,-/bulan 

Dan Jampersal 
3. Sekretaris Tim Pengelola BOK Rp. 1.000.000,-/bulan 

4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal Rp. 1.000.000,-/bulan 
5. Anggota Tim Pengelola BOK Rp. 600.000,-/!Julan 
6. Pengelola Tim Pengelola BOK Rp. 400.000,-/bulan 

Puskesmas 

7. Anggota Tim PengelolaJampersal Rp. 600.000,-/bulan 
8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Rp. 200.000,-/bulan 

Farmasi 

9. Tenaga Pengelola Aphkasi e-logistik Rp. 500.000,-/bulan 

ddd. Dalam rangka rneningkatkan upaya promosl kesehatan, Dana Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) 
orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang 
ditetapkan mclalui Keputusan Walikota, cliberikan honorarium sesuai 
masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan. 

eee. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan 
Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa 
penugasannya : 

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusa.n 
Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai rnasa penugasaonya 
sebcsar Rp. 300.000,-/bulan. 

1. Satker Rp.l .300.000,-/bulan 
2. Ketua Tim Teknis Rp. 1.200.000,-/bulan 
3. Sekretaris Tim Teknis Rp. 1.000.000,-/bulan 
4. Anggota Tun Teknis Rp. 600.000, /bulan 

ccc. Tim Pengelola OAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan 
Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota 
Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya: 

Rp. 400.000,-/bulan 
Rp. 300.000,-/bulan 
Rp. 200.000,-/bulan 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 

bbb. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesual masa 

penugasannya: 



1. Biaya transportasi dari ru.mah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar 
Rp. 100.000,-/sekalijalan. 

2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kernbali ke rurnah pasien 
sebesar Rp. 100.000,-/sekalijalan. 

iii. Biaya transportasi pendamping ibu bamil/ibu nifa.s (tenaga kesehatan 
PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumab 
Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan hiaya sebesar Rp. 100.000,-/per 
kasus kebamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari 
Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku. 

iii. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu .nifas (tenaga kesehatan 

PNS dan Non PNS atau kader kesehatan] dari rumah pasien ke fasilitas 
kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus 
kehamilan/n:ifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala 
Dinas Kesehatan yang berlaku. 

kkk. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader 
kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif 
pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui 
dana Bantuan Operasional Keschatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 
100.000,-/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala 
Dinas Kesehatan. 

fH. Biaya operasional ibu harnil, bersahn, nifas, tenaga kesehatan dan 
pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari: 

1. Biaya konsumsi ibu harnil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari). 
2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari). 

3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader 
kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu 
Kelahiran (RTKJ sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari). 

ggg. Biaya transportasi ibu hamil, nlfas dan bayi baru lahir serta penda:mping 
l orang (sua.mi/keh.1arga/kader keschatan/sukarelawan kesehatan) dari 
rumah ke RTK rnaupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari: 

1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran 
(RTK) sebcsar Rp. 100.000,-/sekalijalan. 

2. Biaya transportasi dari Rurnah Tunggu Kelahiran (RTKJ kemba.li ke 
rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/seka.lijalau. 

hhh, Biaya transporrasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 
1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari 
rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari: 



mmm. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah 
termasuk biaya pcrsalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan 
Penyelcnggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan 
penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan SosiaL Pemberian 
Biaya diatur sebagai berikut: 

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan 
pendamping medis dan keluarga maksimaJ 4 Orang, diberikan 
sebesar Rp. 100.000,- untuk sekali jalan. 

2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) 
selama dalam perawatan maksimal 5 hari. Rp. 50.000.-/sekall 
makan. 

3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi 
atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang 
kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN}/Kartu Indonesia Sehat (KlS) penerima bantuan iuran 

(PBJ) kelas Ill berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan 
kehamilan lisiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan 
kontrasepsi disediakan OKI<BN tennasuk perawatan bayi baru lahir 
dan skrining hipotiroid congenital bayi baru lahir. 

4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan 
yang berlaku pada penyelenggaraan jarninan kesehatan nasional olch 
badan penyelenggarajaminan sosial, 

5. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kata 
Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan 
sosialisast, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, 
pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi. 

nnn. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter 
(TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang rnengoprasikan 
alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp.100.000,­ 
/orang/Tliwulan. 

ooo. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), 
merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif 

lll. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskesmas diberikan Biaya 
makan sebagai berikut: 

a Biaya Makan Pasien Rawat lnap Rp. 55.000,-/orang/hari. 
b Diaya Makan Petugas Jaga Rawat lnap Rp. 30.000,-/org/shift 

ma lam. 



uuu. Dalam rangka Pernbahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL), Perneriksaan Formulir Upaya Pengelolaan 
Llngkungan Hidup (UKLJ dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
(UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pernbangunan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kata Kendari diatur sebagai berikut: 

a) Untuk kegiatan yang penilainnya olch kornisi penilai AMDAL Provinsi 
Sulawesi Tenggara, diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan 
yang diatur sebagai berikut: 
l. Tim Komisi Penilai 

a. Penanggung Jawab Rp.10.000.000,-/Kegiatan 
b. Wakil Penanggung Jawab Rp. 5.000.000,-/Kegiatan 

2. Ketua Tim Teknis 

3. Anggota Tim Teknis 

Rp.1.000.000,· - Rp. 1.200.000,-/hari 

Rp. 800.000,- - Rp. 1.000.000,-/hari 

Rp. 600.000,· - Rp. 800.000,-/hari 

1. Mitra KonsuJtasi 

pelayanan kesehatan dalarn penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan, serta rnerujuk pada Surat Keputusan Walikota tentang 
Pelaksanaan Jaminan Persalinan. 

ppp. Honor Surveior Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 900.000,-/jam 
(selama 3 jam per hari perorang) dan untuk Pendamping Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Per.ta.ma (FKTP) diberikan Honorarium 
sebesar Rp. 900.000,-/jam. 

qqq. Biaya perjalanan dinas luar daerah Tim Surveior dan narasumber pusat 
sebagai berikut: 

1. Uang harian sebesarRp. 1.450.000,·/hari/orang. 
2. Biaya transport Rp. 4.000.000,-/orang. 
3. Biayapenginapan sebesar Rp. 600.00,-/hari/orang. 

rrr. Khusus OAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai 
berikut: 

1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan 
daftar penerimaan transport. 

2. Honor e-Iogistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp. 350.000,­ 
/bulan. 

sss. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) scsuai dengan aturan yang berlaku. 

ttt. Dalarn rangka Audit Sadan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan 
oleh Auditor lndependen, dibcrikan honorarium sesuai masa 
penugasannya: 



l. Tim Komisi Penilai 
a. Penanggung Jawab Rp. 2.000.000,-/Kegiatan 
b. Pembina Rp. 1.000.000,-/Kegiatan 
c. Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan 
d. Sekretaris Rp 700.000,-/Kegiatan 
e. Tim Ahli Rp 700.000,-/ Kegiatan 
f. Anggota (PNS} Rp. 500.000,-/Kegiatan 
g. Anggota [Non PNS) Rp. 250.000,-/Kegiatan 
b. Notulis Rapat Rp. 250.000,-/Kegiatan 
i. Staf Administrasi Rp. 150.000,-/Kegiatan 
j. Staf Komputer Rp. 150.000,-/Kegiatan 

2. Tim Teknis 
a. Penanggung Jawab Rp. 1.500.000,-/Kegiatan 
b. Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan 

d. Pengumuman Media Massa Rp 1. 000.000,~ /kegiatan 
b) Untuk kegiatan yang penilainnya oleh kornisi penilai AMDAL Kota 

Kendari, diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur 
sebagai berikut: 

c. Pengarah Rp. 5.000.000,-/Kegiatan 
d. Wakil Pengarah Rp. 3.000.000,-/Kegiatan 
e. Ketua Komisi Rp. 3.000.000,-/Kegiatan 
t. Sekretaris Komisi Rp 1.500.000,-/Kegiatan 
g. Anggota Komisi Rp. 750.000,-/Kegiatan 
b. Notulis Rapat Rp. 300.000,-/Kegiatan 

2. Tim Teknis 
a. Ketua Rp, 1.500.000,-/Kegiatan 
b. Sekretaris Rp 750.000,-/ Kegiatan 
c. Anggota Rp. 600.000,-/ Kegiatan 
d. Notulis Rapat Rp. 300.000,-/Kegiatan 

3. Sekretariat komisi 
a. Penanggung Jawab Rp. 750.000,-/Kegiatan 
b. Korektor Dokumen Rp. 300. 000 ,-/ Kegiatan 
c. Tenaga Komputer Rp 2 00. 000. - / Kegiatan 
d. Pengaocar Surat Rp 150.000,-/Kegiatan 
4. Belanja Pakai Habis 
a. Alat tulis Kantor Rp. 2.500.000,-/Kegiatan 
b. Konsumsi Rp. 125.000,-/Kegiatan/orang 
c, Pembersihan Ruang Rapat Rp 500.000,-/Kegiatan 



Rp. 500.000,-/Kegiatan 
Rp. 350.000,-/Kegiatan 
Rp. 300.000,-/Kegiatan 
Rp. 250.000,-/ Kegiatan 

Rp. 200.000,-/Kegiatan 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 

4. Ketua Sekretariat 
5. Anggota 

www. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara 
(BAPERJAKAT) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 

Rp. 750.000,-/Kegiatan 
Rp. 600.000,-/ Kegiatan 

Rp. 550.000,-/ Kegiatan 

Rp. 500.000,-/ Kegiatan 
Rp. 450.000,-/ Kegiatan 
Rp. 350.000,-/ Kegiatan 
Rp. 300.000,-/ Kegiatan 
Rp. 200.000,-/ Kegiatan 

1. Pengarah 
2. Ketua Pokja 
3. Wakil Ketua Pokja 
4. Sekretatis Pokja 

5. Ketua Bidang 
6. Wakil Ketua Bidang 
7. Anggota 

8. Tim Sekretariat 

vvv . Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pend.ampingan dan 
penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, 
Perumahan dan Pemukiman, Pend.amping Perencanaan dan 
Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan 
PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai 
berikut: 

a. Penanggung Jawab Rp. 250.000,-/Kegiatan 
b. Ketua Rp. 150. 000, - /Kegiatan 
c. Sekretaris Rp. 150. 000, - / Kegiatan 
d. Anggota Rp. 150.000,-/ Kcgiatan 
e. Notulis Rapat Rp. 100.000,-/Kegiatan 

c) Untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan 
Dokumen Pemantauan Lingungan Hidup (DPLH) Kota Kendari, 

diber!kan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai 
berikut: 

c. Sekretaris Rp 750.000,-/Kegiatan 
d. Anggota Tenaga Ahli Rp. 700.000,-/Kegiatan 
e. Anggota Non Tenaga Ahli Rp. 400.000,-/Kegiatan 
f. Notulis Rapat Rp. 250.000,-/Kegiatan 
g. Staf Administrasi Rp. 150.000,-/Kegiatan 
h. Staf Komputer Rp. 150.000,-/Kegiatan 



Rp.500.000,­ 
Rp. 300.000,- 

l. Asisten Manajer 
2. Front Office 

bbbb. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan 
Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak clibiayai melalui 
APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang 
ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium 
untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai 
berikut: 

aaaa. Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Barang/ Jasa Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota 
Kendari diberikan honorarium sesuai dengan masa penugasannya cliatur 
sebagai berikut: 

Rp. 250.000,-/Kegiatan 
Rp. 200.000,-/Kegiatan 
Rp. 150.000,-/Kegiatan 

1. Ketua 

2. Sekretaris 
3. Anggota 

1. Tim Panitia Pelaksana 
a. Pengarah Rp. 1.500.00,- 
b. Ketua Rp. L.300.000,- 
c. Wakil Ketua Rp. 1.100.000,- 
d. Sekretaris Rp. 1.000.000,- 
e. Anggota Rp. 750.000,- 

2. Dewan Juri 
a. Ketua Rp. 2.000.000,- 
b. Anggota Rp. 1.500.000,- 

yyy. Dalarn rangka kegiatan Tim PenilaJ Kenaikan Pangkat Angka Kredit 
Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar 
Rp. 500.000,0/0rang/semcster. 

zzz. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (ADIPURA 
Kelurahan) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 

Rp. 450.000,-/Kegiatan 
Np. 400.000,-/ Kegiatan 
Rp. 350.000,-/ Kegiatan 
Rp. 300.000,-/ Kegiatan 
Rp. 250.000,-/ Kegi.atan 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 
4. Ketua Sekretariat 
5. Anggota 

xxx. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Huku.m 
Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 



gggg. Bagi tenaga keperawatan, tenaga administrasi, tenaga kesehatan lain 
serta tenaga non kesehatan (non pns) pada program Upaya kesehatan 

1. Tenaga Medis Rp. 100.000,- s/d 150.000,-/kalijaga 
2. Tenaga Keperawatan Rp. 50.000,- /kalijaga 
3. Tenaga Kefarmasian Rp. 50.000,- /kalijaga 
4. Tenaga Kesehatan La.innyaRp. 50.000,- /kalijaga 
5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 50.000,- /kalijaga 
6. Kasir Rp. 50.000,- /kalijaga 
7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp. 50.000,- / kali jaga 

eeee. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari 
untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumab sakit lain yang sangat 
dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat 
diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang 
diatur sebagai berikut: 

1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp. 493.000,-/hari 
2. Dokter, Dokter Gigi Rp. 67.000,-/hari 

fftI. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non pns) yang 
melaksanakan tugas pada hari raya dan di luar jam kerja pada RSUD 
Kota Kendari diberikan honoraium sebagai berikut: 

1 . Pe.nanggung Jawab Rp.1.000.000,- 
2. Ketua Rp. 800.000;- 
3. Sekretaris Rp. 700.000,- 
4. Anggota Rp. 600.000,- 

dddd. Dala.m rangka menunjang kegiatan Tim Konsolidasi Pengadaan 
Barang/ Jasa dan Probity Advice, yang ditetapkan melalui Keputusan 
Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 

3. Anggota 

Rp. 400.000,-/0PD 
Rp. 300.000,-/0PD 
Rp. 250.000,-/0PD 

1. Ketua 
2. Sekretaris 

cccc. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, yang clitetapkan 
melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur 
sebagai beriku t: 

Rp. 300.000,­ 
Rp. 300.000,- 

3. Back Office 

4. Fasilitator 



Rp. 1.300.000,-/Kegi.atan 
Rp. 1.000.000,-/Bulan 
Rp. 900.000,-/Bulan 
Rp. 800.000,-/Bulan 

a. Pengarab 
b. Ketua 
c. Wakil Ketua 
d. Sekretaris 

nnnn, Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Ahli 8angunan Gedung dalam 
proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam 
penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung yang dalam 
pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium atau biaya sidang yang 
cliatur sebagai berikut: 

1. Honorarium 

Rp. 1.000.000,- - 3.000.000,­ 
Rp. 500.000,- - 2.500.000,­ 
Rp. 400.000,- - 2.000.000,­ 
Rp. 2.000.000,- - 5.000.000,- 

l. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 
4. 1'im Teknis 

iiii. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pclayanan Kesebatan Tingkat Lanjut 
(FKTL) pada RSUD Kota Kendari, Tim Surveyor yang melaksanakan 
kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan 
tarif Komite Akreditasi Rurnah Sakit (KA.RS). 

ilij. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non 
keeehatan dibayarkan pcrbulan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 

150.000,-. 

kkkk. Dalam rangka penyaluran SPPT-PBB yang dilaksanakan oleh RW /RT 
diberikan insentif sebesar Rp. 145.000,-/tabun. 

llll. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju 
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedab 
rurnah melalui OPD teknis terkait. 

mmmm. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai lnvestasi Pemerintah 
Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya cliberikan honorarium yang 
diatur sebagai berikut: 

Rp. 2.000.000 ,­ 
Rp. 750.000,­ 
Rp. 1.750.000 ,- 

I. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 

Masyarakat yang dibiaya BLUD pada RSUD Kota Kendari cliberikan 

honoraium sebesar Rp. 750.000,-. 

hhhh. Dalam rangka menunjang kegi.atan Dewan Pengawas RSUD Kota 
Kendari terbadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD Kota 
Kendari cliberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 



pppp. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penggerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kendari untuk kegiatan Pembinaan 
Lomba Kelurahan, Pernbinaan Lomba PKK Terpadu, Pembinaan Lomba 
P2WKSS dan Pembinaan Lomba PHBS yang dalam pelaksanaan 
tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut: 

Rp. 750.000,­ 
Rp. 500.000,­ 
Rp. 450.000,­ 
Rp. 300.000,- 

yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 150.000,-/kegiatan/orang, 
diberikan kepada.: 

1. Anggota Pokja Kampung Keluarga Berencana (KB) PNS dan Non PNS 

(Masyarakat) dalam rangka pertcmuan Pokja Kampung KB, Forum 
Musyawarah Kampung Kampung KB dan Mini Loka Katya Kampung 
KB. 

2. Penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader 
Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se­ 
Kota Kendari. 

3. Kader Ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Kelauarga 
Rernaja, Bina Keluarga Lansia, Usaba Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, dan Pusat 
Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) daiam rangka 
Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga, 

4. Petugas Distribusi Alokon dan Operator Pengolahan Data. 

I. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Ketua Pokja 
4. Anggota 

qqqq. Biaya transport 

Rp. 400.000,-/ Keluraban/Tahun 
Rp. 300.000,-/Keluraban/Tahun 

I. Sekretaris 
2. Anggota 

0000. Dala.m rangka pelaksanaan kegiatan BKM, Unit Pengelola Lingkungan 
(UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS), 
pelaksanaan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang diatur 
sebagai berikut: 

Rp. 600.000,-/Bulan 
Rp. 400.000,-/Bulan 

e. Anggota 

r. Sekretariat 
2. Biaya Sidang 

a. Ketua/Wakil Ketua Rp. 5.000.000,-/Sidang 
b, Sekretaris/ Anggota Rp. 4.000.000,-/Sidang 



wwww.Dalam rangka menunjang _pelaksanaan kegiatan Kota Kendari yang 
daJam pelaksanaannya melibatkan Pencerarnah Nasional, maka dapat 
diberikan Honorarium sebesar Rp. 50.000.000,-/0rang. 

xxxx. DaJam raogka menunjang penagiban tunggakan PBB Perkotaan, 
tunggakan pajak dan retribusi kepada tim pelaksana diberikan 
honorarium sebagai berikut: 

I. Tim Advokasi Hukum Rp. 2.500.000,-/surat kuasa khusus. 
2. Tim Yustisi atas Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi 

Rp.750.000,-/0rang/Bulan 
3. Tim Reaksi Gerak Cepat Pcngawasan Pajak dan Retribusi Daerah 

a Koordinator Rp. 1.500.000,-/Kegiatan/orang 
b Kerua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan/orang 

Rp. 570.000,-/bulan. 
Rp. 900.000,-/kegiatan 

4. Staf Pengelola 
5. Narasumber 

5. Petugas PcnyuJub Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana dala m rangka staff meeting. 

6. Peserta dalam rangka penyuJuhan Program KB bagi anggota tribina. 

7. Kader pendata dalam rangka pengolahan data Keluarga Berencana 
(KB), anggota satuan kerja kampung KR Tingkat Kota Kcndari dalam 

rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB. 

rrrr. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi 
anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar 
Rp. 72.000,-/Kegiatan/orang. 

ssss. Dalam pelaksanaan Pembinaan program Kl<BPK bagi masyarakat oleh 
Kader (PPKBD dan SLJb PPKBD) diberikan honorarium sebesar 
Rp. 250.000,-/kegiatan dan untuk Kader Komunikasi, Jnformasi dan 
Edukasi sebesar Rp. l25.000,-/triwulan. 

tttt. Dalam haJ pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana BOKB 
diberikan biaya biaya makan min um sebesar Rp. 42.000,-/peserta. 

uuuu. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiata.n Walikota Kendari, dapat 
didampingi Tenaga Ahli yang masa pelaksanaan tugasnya diberikan 
honorarium sebesar Rp. 12.500.000,-/bulan. 

vwv. DaJam rangka pengelolaan dana BOKB kepada tim Manajemen diberikan 
honorarium sebagai berikut: 

!. Kuasa Pengguna Anggaran Rp. 2.280.000,·/bulan. 
2. Pejabat Pembuat komitmen Rp. 2.210.000,- /bu Ian. 
3. Bendahara Pengeluaran Rp. 720.000,·/bulao. 



bbbbb. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 
(PPKS) Kata Kendari diberikan honorarium tenaga Konselor sebesar 
Rp. 500.000,-/jam pelayanan. 

ccccc. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah I<ota kendari, maka dapat didampingi 
oleh Tim untuk Percepatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya 
diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan. 

ddddd. Dalam rangka kegiatan kebudayaan termasuk Penyusunan Rancangan 
lnduk/Grand Desain Rumah Adat yang pelaksanaannya melibatkan 
Tokoh Adat/Pemuka Adat selaku Tim Konsultasi, kepada Tokoh 
Adat/Pemuka Adat diberikan honorarium Rp 500.000,-/orang/jam. 

1. Ketua Rp. 350.000,- 
2. Wakil Ketua Rp. 325.000,- 
3. Sekretaris Rp. 300.000,- 
4. Anggota Rp. 250.000,- 

5. Anggota Rp. 1.000.000,- 
aaaaa. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honoraium 
sebesar: 

Rp. 2.000.000,­ 
Rp. J .800.000,­ 
Rp. 1.500.000,­ 
Rp. l.200.000,- 

I. Pengarah 
2. Ketua 
3. Waldl Ketua 
4. Sekretaris 

c AnggoLa Rp. 400.000,-/bulan 
2. Peningkatan Kualitas Rum.ah Tidak Layak Huni 

a TenagaFasilitator Rp. 2.500.000,-/bulan 
zzzz. Dalam rangka koordiasi dan pelaksanaan pensertifikatan tanah 

Pemerintah Kota Kendari, dalam peiaksanaan kegiatannya cliberikan 
honoraium sebesar: 

Rp. 500.000,-/balan b Sekretaris 

yyyy. Dalam rangka menunjang kegiatan Sadan Penge!ola Rumah Khusus dan 
peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, dalam pelaksanaan 
kegiatannya diberikan honoraium aebesar: 
1. Badan Pengelola Rumah Khusus 

a Kepala Pengelola Rp. 600.000,-/bulan 

Rp. 900.000,-/Kegiatan/orang 
Rp. 800.000,-/Kegiatan/orang 
Rp. 750.000(Kegiatan/orang 

c Wakil Ketua 
d Sekretaris 
e Anggota 



i. Jabatan fungsional diatur sebagai berikut: 

1. Fungsional Madya, Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pengawas Ketenagakerjaan 
Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Perencana Madya 
Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia 
Rp. 1.000.000 - Rp.2.500.000,-/bulan. 

2. Fungsional Mud.a, Auditor Muda/P2UPD Muda/ Auditor Terampil 
Penyelia, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Master Penguji, 
Penguji Tk. V Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator 
Hubungan Industrial Muda, Perencana Muda, Pengantar Kerja 
Muda d.an Pengantar Kerja Pelaksan.a Lanjutan Rp. 750.000 - 
Rp. 2.000.000,-/bulan. 

3. Fungsional Pertama, Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Pertarna, Penguji Tk. IV, Penguji Tk. lll 

Rp.11.500.000 /bulan 

Rp. 4.250.000- Rp. 8.050.000,-/bulan 
Rp. 4.887.500,-/bulan 
Rp. 3.450.000/bulan 
Rp. 2.530.000- Rp. 4.025.000,-/bulan 
Rp. 1.840.000 - Rp 2.875.000 /bu.Ian 
Rp. 1.380.000 - Rp 2.875.500 /bulan 
Rp. 800.000 - Rp 920.000/bulan 

a. Sekretaris Daerah 
b. Eselon 11 
c. Asisten I, Il, Lii 

d. Staf Ahli 

e. Eselon ID/a 
f. Eselon ill/b 
g, Eselon IV/ a 
h. Eselon IV /b 

2. Ketentuan Ayat 3 Nomor Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 
(1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan 

penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 
berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 
prestasi kerja, resiko kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam Dokumen Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). 

(3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur sebagai berikut : 

eeeee. Untuk Pelaksanaan kegiatan yang surnber dananya berasal selain APBD 

Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk 
pada peraturan menteri terkait, 

.fffff. Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari diberikan 
pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan Administratif 
diatur rnelalui Peraturan Walikota tersendiri. 



Teknis, Admin dan Operator Aplikasi, selain diberikan tarnbahan 
penghasilan sebagairnana pada ayat (3) huruf e, f, g, h dan k diberikan 
pula tambaban penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 
yang dibayarkan sebagai berikut : 

1. Tim Teknls Rp. 1.725.000,-/bulan 

Rp, 3.450.000,-/bulan x. Ajudan Walikota/Wakil 
Walikota 

aa. Khusus bagi pejabat struktural dan staf yang bertugas sebagai Tim 

w. Pengurus Barang Pembantu Rp. 805.000,- /bulan 

Rp. 400.000,- - Rp. 1.495.000,-/bulan. 
Rp. 1. 725.000,-bulan. 

Rp. 350.000,- - Rp. 1.610.000,-/bulan. 
Rp. 350.000,- - Rp. 1.380.000,-/bulan. 

Rp. 400.000,- - Rp. 1.035.000,-/bulan. 

Rp. 400.000,- - Rp. 1.035.000,-/bulan. 

Rp. 400.000,- - Rp. 1.380.000,-/bulan. 

Rp. 400.000,- - Rp. 1.610.000,-/bulan. 
Rp. 400.000,- - Rp. 1.495.000,-/bulan. 
Rp. 400.000,- - Rp. 1.150.000,-/bulan. 

Rp. 690.000,- - Rp. 900.000,-/bulan 
Rp. 575.000,- - Rp. 690.000,-/buJan 
Rp. 460.000,- - Rp. 575.000,-/bulan 
Rp. 345.000,-/bulan 
Rp. 400.000,- - Rp. 1.610.000,-/bulan. 

Rp. 1.380.000,-/bulan 

Rp. 1.250.000,-/bulan 4. Auditor Terampil 
Penyelia 

j. Kepala lJPTD 
k. Staf, diatur sebagai berikut : 

1. Gol IV 

2. Gol Ill 
3. Gol U 
4. Gol I 

I. Bendabara Pengeluaran/ 
Bendahara SKPKD 

m. Bendahara Penerimaan 
n. Bendaba.ra Barang 
o. Benda hara Penerirna 

Dana Transfer 
p. Pembanru Bendahara 

SKPKD 

q. Pcmbantu Bendabara/ 
Pengeluaran/ Penerimaan 

r. Bendahara Penerimaan 
Pembantu/ Pengeluaran 
Pembantu 

s. Pembantu Pcmegang Kas 
t. Pengurus Barang Daerah 

u. Pengurus Barang OPD 
v . Pengurus Barang 

Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan 
Industrial Pertama, Perencana Pertama, Pengantar Kerja Pertarna 
dan Pengantar Kerja Pelaksana Rp. 500.000,- 
Rp. 1.650.000/bulan. 



2. Admin Sistem/PPE Rp. 1.322.000,-/bulan 
3. Pokja Rp. 1.150.000,-/bulan 
4. Admin Agency Rp. 1.150.000,-/bulan 
5. Admin e-ULP Rp. 1.035.000,-/bulan 
6. Verifikator Rp. 500.000,-/bulan 

berfungsi sebagai asisten teknis dan tenaga pengawas/staf teknis 
pada pelaksanaan kegiatan konstruksi, selain diberikan tambahan 
penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf e, f, g, h dan k, 

diberikan pula tambahan penghaeilan berdasarkan pertimbangan 
obyektif Iainnya yang dibayarkan sesuai masa kerja pengawasan : 

1. Asisten Teknis Rp. 977.500,-/bulan 
2. Pengawas/stafTeknis Go! HJ Rp. 632.500,- - Rp. 2.300.000,-/bulan 
3. Pengawas/stafTeknis Gol U Rp. 575.000,- - Rp.1.725.000,-/bulan 

jj. Khusus bagi staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
diberikan tarnbahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, selain 
diberikan tambahan penghasilan sebagairnana pada ayat (3) huruf k, 
diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
obyektif lainnya yang dibayarkan sebagai berikut : 
1. Gol m Rp. 632.500,-/bulan 
2. Gal II Rp. 517.500,-/bulan 
3. Gal I Rp. 402.500,-/bulan 

kk. Bagi PNS yang bertugas pada UKPBJ selain diberikan tambahan 
penghasilan sebagaimana pada ayat (3) buruf e, t, g, h, i dan k, 

diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
beban dan resiko kerja sebagai berikut: 
1. Kepala UKPBJ Rp. 1.610.000,-/bulan 

Rp. 600.000,- 

Rp. 575.000,-/bulan 
Rp. 1.840.000,-/bulan 

Rp. 400.000 - Rp. l.725.000,-/bulan 
Rp. 2.300.000,-/bulan 

Rp. 805.000,-/bulan 
Rp. 690.000,-/bulan 2. Admin SP4N 

3. Admin Website 
4. Ad.min Aplikasi 
5. Admin SIMDA Keuangan, 

SIKD, LKPD dan Gaji 
6. Adm.in Simda BMD 

7. Operator SIMDA Barang 

dan SIMDA Pendapatan 
8. Operator Pengirnputan 

LHKPN/KORSUPGA KPK 

11. Khusus bagi pejabat struktural dan staf pada dinas teknis yang 



Rp. 100.000,- s/d 150,000,-/kalijaga 
Rp. 50.000,-/kali jaga 
Rp. 50.000,-/kali jaga 
Rp. 50.000,-/kalijaga 
Rp. 50.000,-/kali jaga 
Rp. 50.000,- /kalijaga 

1 . Tenaga Medis 
2. Tenaga Keperawatan 
3. Tenaga Kefarmasian 
4. Tenaga Kesehatan Lainnya 
5. Tenaga Non Kesehatan 
6. Kasir 

e. Bagi Dokter Spesialls clan Dokter Gigi Spesialis barstatus PNS dari 
Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk 
bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium 
dengan besaran Rp. 493.500,-/hari berdasarkan absensi atau daftar 
hadir. 

(SJ Asisten Radiologi pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi 
kerja sebesar Rp. 500.000,-/bulan. 

(6) Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan lain serta tenaga non keechatan yang melaksanakan tugas pada 
hari raya dan di luar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan insentif 
sebagai berikut: pns dan non pns 

b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegangjabatan Kepala Puskesrnas selain 
diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan 
profesi yang ctitetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur : 

lJ Golongan IVa-IVb sebesar Rp. 1.600.000.-/bulan 
2) Golongan me - Hld sebesar Rp. 1.150.000.-/bulan 

c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan 
Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan 
strukturalnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. 

d. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah 
Sakit lain yang sangat ctibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kata 

Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 67.000,-/hari 
berdasarkan absensi atau daftar hadir. 

2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 
9. 085. 000 / bulan 

2. 760.000,-/uulan 

Rp. 1. Dokter Spesialis 

7. Help Desk Rp. 500.000,-/bulan 

8. Trainer Rp. 500.000,-/bulan 

9. Staf Pendukung UKPBJ Rp. 350.000,-/bulan 

(4) Besaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis. dokter umum dan 
dokter gigi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Non Struktural 



Jumlab perbulan 
No. Uraian (Liter) Ket. 

1. Walikota Maksimal 1.250 

2. WakiJ Wa.lik:ota Maksimal 1.000 

3. KetuaDPRD Maksimal 1.000 

4. Wakil Ketua DPRD Maksimal 850 
5. Eselon a A Maksimal 850 

3. Ketentuan Ayat 3 Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalarn rangka menunjang 
operasional pelaksanaan togas sesuai target kinerja. 

(2) Penganggaran bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk keperluan operasional dilakukan secara efisien dan efektif. 

(3) Penggunaan bahan bakar rninyak bagi pejabat dan PNS lingkup 
Pemerintah Kota sedapat mungkin dilakukan secara hemat dan efisien 
serta mempunyai azas manfaat dalam rangka peni.ngkatan pelayanan pada 
masyarakat, dengao besaran perbulannya, diatur sebagai berikut : 

(7} Untuk tenaga kebersihan pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan 
kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan yang ditetapkan dengan 
Reputusan Walikota. 

(8) Untu.k tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan 
tidak dapat diberikan tunjangan fungsional. 

(9) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya ldul Fitri & Idul Adha 
diberikan insentif Rp. 100.000 - Rp. 120.000 / hari 

(10) Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan kepada Instansi 
pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan -peraturan 
perundang- u ndangan. 

(11) Penerima pembayaran clan besarnya lnsentif sebagairnana dimaksud pada 
ayat (10) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, aorta 
karaktertstik dan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp. 50.000,- /kalijaga 



19. Ballan Bakar Mcsi.o Pernotong 

Rumput Sctda Kota Kendari I 
-~~~'--~~~~~~~~-'-~~-~---J 

Makstmal 500 18. Genset Rumah Jabatan Wal.ikota 

clan Wakil Walikota 

I Maksimal 500 17. Kendaraan PatwaJ Walikota dan 

Walul Walikota 

Maksimal 100 16. Kendaraan Ambulans 

Ma.ksimal 400 15. Operasional dalam rangka 
verifikasi Iapangan BPHTB clan 

pcngawasan/peocrtiban rcklame 

Maksimal 350 

Maksimal 950 13. Gensel pada Pasar Sentral Kota 
Kcndari, Pasar ScntraJ Wua-wua, 
Kantor Walikota Kendari 

14. Genset Badan Pengelola Pajak 
dan Rehibusi Daerah 

Maksimal 4000 12. Oensct RSUD Kota Kendari 

Maksimal 40 11. Tenaga pengawas lapangan 
kebersihan 

Maksimal 50 9. Auditor Pertama/P'lUPD Pertama, 
Pengclola Pengadaan 
Barang/Jasa Pertama, Penguji Tk. 
rv, Penguji Tk. ill Pengawas 
Ketenagakerjaan Pertama, 
Mediator Hubungan Industrial 
Pertama, Perencana l:'ertama, 
Pengantar Kerja Pertama dan 
Pengantar Keria Pelaksana ---1----~-----,----f--------; 

10. Staf MaksimaJ 25 

Maksimal 20 

Maksimal 200 - 7. Pcjabat Eselou TIT, Auditor 
Maclya/P2UPD Madya, Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Madya, 
Pengawas Ketenagaketjaan 
Madya, Mediator Hubungan 
Industrial Madya, Perencana 
Madya Pengantar Kerja Madya 
clan Pen,,.antar Ker.ja _,_P..::e:,:nv"c,e':'l"'ia"-:-:---t-----,,--=--,--,.-.,-..,...,,.-,---+------l 

8. Pejabat Eselon IV/Auditor Maksimal 100 
Mucla/P2UPD Muda/Auditor 
Terampil Penyelia, Pengelola 
Pcngadaan Danmg/Jasa Muda, 
Master Penguji, Penguji Tk V 
Pengawas Ketenagakerjaan Muda, 
Mediator Hubuogan Jndustrtal 
Muda, Perencana Muda, 
Pengantar Kerja Muda da.n 
Pengantar Kcrja Pelaksana 
Lani utan 

Ma.ksimal 500 6. Eselon II B 



e. perjalanan dinas dalarn daerah dilaksanakan selarna 4 (empat) hari 
dikecualikan bagi anggota. DPRD dalarn rangka RESES dilakukan 
selama 6 (enam) hari yang disertai dengan Surat Perintah Togas (SPT); 

f. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka 
operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat 
diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 50.000,-/kali operasi/orang 
yang disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT); 

g. DaJam rangka menunjang kelancaran pelayanan penerbitan perizinan 
dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPJ kepada tim teknis yang ditetapkan 

b. Perjalanan dinas dalam Kota Kendari yang dilaksanakan oleh pejabac 
fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas 
pokoknya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 99 ayat (5), tidak 
menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, narnun diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 400.000,­ 
perbulan; 

c. Biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh peiabat fungsional yang 
ditetapkan sesuai Keputusan Walikota dan Tenaga non PNS secara 
harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar Rp. 50.000,­ 
/hari/orang yang dibuktikan dengan SPT dan Laporan Hasil Kegiatan; 

d. pejabat fungsional sebagairnana dimaksud pada huruf c adalah: PPL, 
Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir 
Pejabat daerah yang PNS yang diteta.pkan berdasarkan Keputusan 
Walikota; 

Rp. 120.000.-/bari; sebesar 

3. Ketentuan Ayat 2 Huruf h Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) 
.merupakan uang harian, yang diberikan kepada pegawai negeri dan non 
pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang 
berkaitan dengan pelaksan.aan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam 
batas wilayah kota. 

(2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam Kota Kendari, diatur sebagai berikut: 

a. Satuan biaya uang harian kegiatan dalam Kota Kendari maksimal 

20. Kendaraan Opcrasional Bagian MaksimaJ 200 
Umum Setda Kota Kendart 

I 



Pasal II 
Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

2. Pembantu Penanggung Jawab Rp. 275.000,-/Hari 

3. Pengendali Teknis Rp. 250.000,-/Hari 

4. Ketua Tim Rp. 240.000,-/Hari 

5. Anggota Tim Rp. 225.000,-/Hari 

6. Staf Pendukung (Ad.min Tim) Rp. 200.000,-/Hari 

Rp. 300.000,-/Hari l. Penanggung Jawab 

melalui Keputusan Walikota Kendari dari unsur DPMPTSP dan OPD 

Teknis Terkait, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan SPT 
Kepala DPMPTSP; 

h. Bagi PNS yang berasal dari lnstansi Vertikal/lnstansi lainnya, 
lnspektorat dan/atau BPKAD Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang 
membantu /mendampingi kegiatao pemeriksaan, penyusunan Laporan 
Keuangan dan Barang Milik Daerah, dokumen perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, serta dalam 
rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah 
menunjang tugas-tugas pengawasan Inspektorat, Tim Pengawalan 
Pembangunan Strategis, Tim Saber Pungli pada Pemerintah Kata 

Kendari diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 225.000.-/bari 
sesuai dengan waktu penugaean yang tercanturn dalam Surat 
Perintah Tugas (SPT); 

1. Perjalanan dinas yang sifatnya Insidentil yang dimakaud dalam huruf 
c adalah kegiatan yang bersifat darurat yang harus segera ditangani 
dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat; 

j. Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilaksanakan 4 (empat) hari 
di.kecualikan bagi dari Instansi Vertikal dan Inspektorat Pemerintah 
Kota Kendari yang membantu/mendampingi kegiatan pada 
Pemerintah Kota Kendari; 

k. Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan 
oleh I.nspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan dan TP-TGR, 
dilaksanakan maksimal J 5 (lirna belas] hari yang diatur sebagai 
berikut: 



Diundangkan di Kendari 
pad a tanggal 1 ;1 - I ~W 

Ditetapkan di Kendari 
pa.da tanggal /;fl - (-<1.o'l<> 

Agar setiap orang mengetahutnya, mernerinrahkan pengundanga.n 
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Kendari. 
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